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Abstract

Why is APBD (Regional Budget) often enacted after the budgeted financial year has started? Is it because
of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided
government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD) enactment. By
using logit regression equation model, a result obtained shows that government formations from Legislative
General Elections 2004 and Direct Local Elections of the years 2005, 2006, and 2007, such as single minority
party, minority coalition, majority coalition, and single majority party, influence the regional late budget of
the year 2008-2009.
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Abstrak

Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahun
anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Studi ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi
politik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Dengan
menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan dari Pemilu
Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2005, 2006, serta 2007 berupa single minority
party, minority coalition, majority coalition, dan single majority party memengaruhi keterlambatan
penetapan APBD sepanjang tahun 2008-2009.

Kata kunci: Ekonomi Politik, Pemerintahan yang Terbelah, Keterlambatan Penetapan APBD

JEL classifications: D23, D72, H72

Pendahuluan kedua belah pihak di parlemen yang dikenal de-
ngan istilah log-rolling (Buchanan dan Tullock,
Perilaku aktor dalam membahas rancangan 1962) atau legislative gridlock (Fiorina, 1992;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lassen dan Andersen, 2010). Ketidaksesuaian
(APBD) tidak terlepas dari relasi antara ekse- preferensi (fiscal preference) dalam mengaloka-
kutif (pemda) dan legislatif (Dewan Perwakil- sikan sumber daya ekonomi dalam APBD anta-
an Rakyat Daerah/DPRD). Potret buruknya ra eksekutif dan legislatif inilah yang menurut
relasi eksekutif dan legislatif dalam menyusun Boediono disebut sebagai 'faktor politis’ dalam
kebijakan adalah berupa perdebatan panjang keterlambatan penetapan anggaran'.

*Alamat Korespondensi: Direktorat Jenderal Perim-
bangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Jalan DR. !Menurut Menko Perekonomian Boediono, kemung-
Wahidin No. I Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta kinan ada dua penyebab adanya keterlambatan penge-
Pusat 10710. E-mail: gsigit@gmail.com sahan APBD, yaitu karena kemampuan aparat di dae-
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Persoalan keterlambatan penetapan APBD
berdampak secara sistematis terhadap siklus
pengelolaan keuangan daerah. Pertama, lam-
batnya penyerapan belanja (delayed spending)
APBD dalam bentuk pelayanan publik dan ke-
giatan proyek yang seharusnya dapat segera
mendorong perekonomian di daerah awal ta-
hun. Kedua, tingginya dana kas daerah yang
menganggur (idle money) pada pertengahan
tahun anggaran. Indikatornya adalah adanya
kas daerah yang disimpan dalam bentuk SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) di Bank Indonesia
melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dana SBI yang berasal dari kas seluruh daerah
diketahui nilainya mencapai Rp33 triliun hing-
ga kuartal I1/2007. Bahkan pada pertengahan
kuartal I1/2008 pun dana SBI tercatat mening-
kat menjadi Rp51 triliun?.

Ketiga, tingginya aktivitas kegiatan/proyek
di daerah pada akhir tahun menjelang tutup
buku anggaran. Penumpukan pencairan ang-
garan di akhir tahun dianggap tidak efektif
untuk mendorong perekonomian masyarakat.
Keempat, upaya percepatan belanja daerah di
akhir tahun yang tidak efektif tersebut semakin
menimbulkan permasalahan baru, yaitu ting-
ginya surplus anggaran—dalam Standar Akun-
tansi Pemerintahan (SAP) dikenal dengan na-
ma SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
akibat rendahnya penyerapan anggaran (un-
derspending) di daerah. SiLPA anggaran dae-
rah tercatat hampir mendekati Rp80 triliun di
akhir tahun 2008°.

Melalui studi ini, diharapkan dapat mem-
perjelas salah satu maksud dari "faktor politis’
yang memengaruhi proses penyusunan APBD.
Dengan demikian formulasi kebijakan nasional
apapun yang akan diambil terkait dengan ak-

rah masih terbatas atau karena adanya konflik antara
kepala daerah (eksekutif) dan pihak DPRD. (Sumber:
Harian Lampung Post, 9 Februari 2007.)

2Sumber: Politik Anggaran Pemerintahan Daerah
Belum Memihak Rakyat. http://wuw.bpk.go.id/web/
files/2009/11/MP-118_web.pdf.

3Pidato Ketua BPK RI pada acara ulang tahun ke-
62 BPK RI. Tanggal 12 Januari 2009.

selerasi pencapaian tujuan otonomi dan desen-
tralisasi fiskal melalui perbaikan politik ang-
garan di daerah jangan sampai mengabaik-
an faktor politis tersebut. Tidak terkontrolnya
motif kepentingan aktor politik akibat dari bu-
ruknya desain institusional ekonomi dan politik
menunjukkan adanya pra-kondisi atau asumsi
yang masih belum terpenuhi dalam mencapai
tujuan desentralisasi fiskal di daerah. Tujuan
desentralisasi yang pada awalnya untuk mende-
katkan pelayanan publik dan mendorong pere-
konomian daerah menjadi rentan karena berpo-
tensi terdistorsi oleh pragmatisme kepentingan
yang bermotif ekonomi ataupun politik.

Mengurai 'faktor politis’ berupa persaingan
kepentingan antara eksekutif dan legislatif di
parlemen daerah di Indonesia pertama kali di-
bahas secara deskriptif oleh Eriyanto (2007)
dalam kajian bulanan Lingkaran Survei Indo-
nesia (LSI). Persaingan kedua belah pihak ini
disebut dengan fenomena divided government
yang secara harfiah disebut dengan ’pemerin-
tahan yang terbelah’. Gambaran secara sta-
tistik atas fenomena divided government pa-
da studi tersebut dibuat berdasarkan hasil Pe-
milihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005—
2007 dan Pemilu Legislatif DPRD tahun 2004.

Studi tersebut memberikan ilustrasi atas po-
tensi terbengkalainya pembahasan APBD aki-
bat hubungan yang tidak harmonis antara ek-
sekutif dan legislatif. Meski hanya memaparkan
beberapa kasus di daerah berupa konflik antara
eksekutif-legislatif dan juga lemahnya referensi
dalam mendefinisikan divided government, stu-
di ini cukup memberi pijakan dalam mencerna
"faktor politis’ tersebut.

Dengan melihat kondisi di lapangan yang
terjadi bahwa masih banyaknya daerah yang
menetapkan APBD didalam tahun fiskal yang
baru, maka pertanyaan yang diajukan sebagai
langkah awal studi ini adalah apakah faktor po-
litis berupa divided government menjadi penye-
bab dari keterlambatan penetapan APBD (late
budget)?

Terkait dengan pertanyaan studi tersebut,
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maka hipotesis yang perlu diuji dalam studi
ini adalah sebagai berikut. Dikarenakan faktor-
faktor: 1) divided government sebagai faktor
politis; 2) dengan beberapa variabel kendali:
a. faktor teknis berupa: i) total belanja da-
erah (kompleksitas anggaran), ii) masa kepe-
mimpinan Kepala Daerah, dan b. faktor mo-
tif ekonomi aktor politik: i) belanja gaji dan
tunjangan DPRD, ii) keberadaan Sumber Da-
ya Alam (SDA); maka terjadi keterlambatan
penetapan APBD.

Tinjauan Referensi

Keterlambatan Penetapan APBD

Menurut Putnam (1993), keterlambatan pene-
tapan anggaran (late budget) terjadi ketika me-
lewati awal tahun anggaran yang baru. Seba-
gaimana rumusan Andersen et al. (2010), yaitu
dokumen anggaran yang terlambat (late bud-
get) adalah dokumen anggaran yang ditetap-
kan (enacted) setelah awal tahun fiskal yang
baru. Dengan demikian, keterlambatan pene-
tapan APBD terjadi ketika dokumen APBD
ditetapkan setelah tanggal 1 Januari sebagai
awal tahun fiskal yang baru.

Meski tidak terlalu beda, sesuai peraturan,
penetapan rancangan APBD tahun berjalan
paling lambat adalah 31 Desember tahun ang-
garan sebelumnya®. Sementara itu, keterlam-
batan APBD dalam konteks pengenaan sank-
si adalah apabila penyampaian® APBD terja-
di setelah melewati batas waktu, yaitu tang-
gal 31 Januari. Namun demikian, pemerintah
pusat tidak langsung mengenakan sanksi pada
tanggal 1 Februari. Setelah satu bulan kemu-

4Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Penge-
lolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Ayat 2 dan Permen-
dagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu-
angan Daerah Pasal 116 Ayat 1. Meski demikian, tidak
ada sanksi bagi daerah jika APBD ditetapkan melewati
batas waktu ini.

5Keterlambatan dalam PP ini dimaknai dengan ke-
terlambatan penyampaian dokumen APBD (sebagai in-
formasi keuangan daerah) dari daerah ke pemerintah

dian pemerintah pusat baru menerbitkan peri-
ngatan tertulis kepada pemda. Apabila sampai
dengan dua bulan setelah diterbitkannya per-
ingatan tertulis, yaitu pada tanggal 1 Maret
tahun fiskal yang baru APBD masih belum di-
tetapkan, sanksi dikenakan pada pada daerah
yang lewat dari tanggal 30 April. Sanksi terse-
but adalah penundaan pencairan sebesar 25%
dari Dana Alokasi Umum (DAU) per bulan®
mulai bulan Mei sampai dengan bulan ditetap-
kannya APBD.

Mengenai sanksi penundaan Dana Alokasi
Khusus (DAK), pencairan DAK tahap 17 ha-
nya diberikan pada daerah yang telah menyam-
paikan Peraturan Daerah tentang APBD yang
sudah ditetapkan sebelum batas waktu, yaitu
tanggal 31 Januari tahun fiskal yang baru.

Penyebab Keterlambatan
Anggaran

Penetapan

Dalam studi sebelumnya tentang lambatnya
penetapan anggaran di Amerika Serikat, Me-
yers berpendapat bahwa prosedur dalam UU
Anggaran Kongres (Congressional Budget Act)
tidak didesain dengan tujuan utama agar ang-
garan ditetapkan lebih tepat waktu (Meyers,
1997). UU ini ditujukan agar kongres diper-
bolehkan secara teknis mempelajari informasi
dan menjelaskan isi dokumen anggaran kepada
publik dan media. Hal inilah menurut Meyers
mengakibatkan lambatnya pengesahan anggar-
an.

Pemerintahan yang terbelah (divided gover-
nment) juga menjadi alasan dari keterlambat-
an penetapan anggaran. Preferensi kebijakan
menjadi saling berseberangan ketika satu par-
tai tidak dapat menguasai kedudukan ekse-
kutif, legislatif, dan senat sekaligus (Meyers,
1997). Pengaruh variabel pemerintahan yang
terbelah signifikan secara statistik dibuktikan
oleh studi Klarner et al. (2010), Andersen et
al. (2010), dan Cummins (2010).

SPenundaan per bulan = 25% x 1/12 x Total DAU
"DAK ditransfer secara bertahap yaitu tahap 1
(30%), tahap 2 (45%), dan tahap 3 (25%)
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Gambar 1: Penetapan Anggaran Menurut Putnam (1993) dan Peraturan Pemerintah
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Rumitnya dokumen anggaran (complexity
of budget) juga menjadi faktor keterlambat-
an anggaran (Klarner et al., 2010). Salah satu
indikator kompleksitas anggaran adalah rela-
tif besarnya urusan sektor publik negara ba-
gian tersebut. Menurut Ferejohn dan Krehbiel
(1987), ukuran anggaran (size of budget) da-
pat dilihat melalui dua hal. Pertama, besaran
anggaran itu sendiri dan kedua, kategori be-
lanja (categories of expenditure) yang terdapat
dalam anggaran tersebut. Ilustrasi yang dike-
mukakan Ferejohn dan Krehbiel menyimpulkan
bahwa ukuran anggaran memengaruhi proses
penganggaran di parlemen.

Faktor-faktor lain—sebagian besar merupa-
kan variabel kontrol-yang memengaruhi menu-
rut Andersen et al. (2010) antara lain tahun
pemilihan umum, tingkat pengangguran, jum-
lah penduduk, banyaknya jumlah fulltime le-
gislator, soft dan hard deadline, serta hasil sen-
sus response rate. Klarner et al. (2010) menam-
bahkan juga perubahan pendapatan per kapi-
ta, surplus anggaran, nilai pinjaman, personal
income tax volatility dan party polarization ju-
ga ditambahkan oleh Cummins (2010) sebagai
faktor keterlambatan penetapan anggaran.

Studi daerah kabupaten/kota di Indonesia
khususnya Kabupaten Agam, Bakry (2009)
menjelaskan bahwa perubahan dan pember-
lakuan regulasi seperti: format APBD baru,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
baru dan menanti hasil audit (Badan Peme-
riksa Keuangan) BPK atas realisasi APBD ta-
hun sebelumnya menjadi penyebab keterlam-
batan penyusunan APBD. Selain itu, komi-
tmen moral yang kurang dan hubungan anta-
ra eksekutif-legislatif ikut berperan terhadap
keterlambatan. Ditambah lagi faktor sumber
daya manusia yang kurang mendukung seper-
ti minimnya tenaga akuntan juga menghambat
percepatan penyusunan APBD.

Selanjutnya, studi yang dilakukan Solthan
(2009) untuk melihat dinamika politik lokal
penyusunan APBD di Kabupaten Bulukum-
ba memiliki persamaan seperti yang dilakukan
oleh Bakry (2009). Perbedaannya ada pada ku-
rangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat
setempat untuk mengawal penyusunan APBD
yang mengakibatkan pembahasan menjadi ku-
rang transparan.

Studi Wangi dan Ritonga (2010) memper-
sempit faktor-faktor keterlambatan pada ting-
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kat personal pelaku penyusunan APBD di Ka-
bupaten Rejang Lebong. Wangi dan Ritonga
meneliti kemampuan personal seperti komuni-
kasi, koordinasi, pemahaman, kesesuaian latar
belakang pendidikan, kemauan, dan efektivitas
pelatihan seberapa erat kaitannya dengan ke-
tepatan waktu pengesahan APBD.

Divided Government

Menurut Andersen et al. (2010), Klarner et al.
(2010), dan Cummins (2010), faktor yang me-
nyebabkan lamanya pembahasan anggaran ne-
gara bagian (state) di Amerika Serikat anta-
ra lain adalah kondisi tidak adanya satu par-
tal yang secara mayoritas dapat mengendali-
kan pemerintah dan legislatif sekaligus (divided
government). Ketidakmayoritasan dukungan
partai politik eksekutif pada parlemen dalam
sistem presidensial yang multipartai dapat di-
definisikan dengan pola berpikir aritmatika, ya-
itu kondisi ketika partai-partai oposisi menjadi
mayoritas dalam parlemen. Selain itu, kondi-
si yang melengkapinya adalah tidak ada yang
menjadi mayoritas tunggal di parlemen (Bar-
czak, 2001; dan Elgie, 2001).

Elgie (2001) meringkaskan definisi formasi
divided government secara aritmatika menja-
di tiga bentuk. Pertama, menurutnya, divided
government dalam sistem presidensial yang du-
al atau multipartai yaitu kondisi ketika partai-
partai oposisi menjadi mayoritas dalam parle-
men. Selain itu, kondisi yang melengkapinya
adalah tidak ada yang menjadi mayoritas tung-
gal di parlemen.

Kedua, dalam sistem parlementer definisi
yang digunakan Elgie diadopsi dari argumen
Laver dan Shepsle (1991), yaitu partai peme-
rintahan baik single maupun koalisi gagal me-
raih mayoritas setidaknya satu dari kamar rep-
resentatif (house of representatif). Laver dan
Shepsle (1991) berpendapat bahwa majority
coalition itu sendiri adalah divided government
dalam internal koalisi pemerintah. Ketiga, de-
ngan argumen kohabitasi oleh Roy Pierce da-
lam sistem semi-parlementer, Elgie mengemu-

kakan bahwa definisi gabungan antara sistem
parlementer dan sistem presidensial merupak-
an divided government.

Jika divided government pada sistem presi-
densial yang dual partai telah jelas didefini-
sikan, maka definisi dalam sistem presidensial
yang multipartai tidak dijelaskan lebih menda-
lam oleh Elgie. Barczak (2001) dalam studinya
di Ekuador memperdalam definisi formasi di-
vided government menjadi dua skenario secara
institusi politik. Pertama, formasi divided go-
vernment seperti halnya sistem parlementer di
mana koalisi partai presiden dan wakil presi-
den gagal meraih mayoritas dalam parlemen.
Kedua, tidak ada partai yang mayoritas dalam
legislatif.

Sementara itu, formasi unified government
terjadi pada saat pertama, satu partai pendu-
kung presiden meraih mayoritas di parlemen
yang disebut sebagai pure unified government.
Kedua, koalisi pendukung presiden dan wakil
presiden meraih mayoritas di parlemen diang-
gap sebagai unified government sebab secara
fakta menikmati dukungan mayoritas (enjoy
magjority support).

Diakui oleh Barczak (2001) bahwa formasi
pemerintahan yang dikemukakannya terinspi-
rasi oleh model divided government Laver dan
Shepsle (1991). Letak perbedaan definisi, yaitu
pada koalisi mayoritas, apakah masuk sebagai
divided government atau unified government.
Barczak (2001) menggunakan argumentasi se-
cara faktual, pemerintah menikmati dukungan
mayoritas legislatif dengan asumsi bahwa du-
kungan partai yang berbeda antara presiden
dengan wakil presiden telah melebur menjadi
koalisi mayoritas di parlemen. Bagi Laver dan
Sheplse (1991) hanya pemerintah yang men-
dapat dukungan mayoritas satu partai (single
magjority party) yang merupakan formasi uni-
fied government. Definisi ini disepakati dalam
studi yang dilakukan oleh Chen dan Huang
(1999), Klesner (2001), serta Wu dan Huang
(2005).
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Konteks Lokal Divided Government

Sistem pemilu di Indonesia menghasilkan ber-
bagai variasi dukungan kursi partai dalam pe-
merintahan daerah. Pemilu legislatif di ting-
kat pusat yang berlangsung sejak era reformasi
yang multipartai menunjukkan tidak ada satu
pun partai politik yang mayoritas di parlemen.
Sementara itu, di tingkat daerah satu partai
menduduki secara mayoritas pada pemilu le-
gislatif tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten
Kota) tahun 2004 di mana secara persentase
keseluruhan tidak terlalu banyak yaitu hanya
3,6% (17 dari 464 daerah).

Pilkada langsung juga menunjukkan hal
yang sama® pasca-putusan Mahkamah Konsti-
tusi (MK) yang mengizinkan calon perseorang-
an untuk maju sebagai kandidat kepala dae-
rah. Bahkan sejak tahun 2009 partai lokal se-
perti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di-
perbolehkan ikut serta dalam pemilu legislatif
daerah. Implikasinya, dukungan kepala daerah
(KDH) di DPRD yang didukung oleh partai
mayoritas semakin kecil bahkan tidak ada sa-
ma sekali jika kepala daerah berasal dari non-
partai (independen) maupun diusung oleh par-
tai non-parlemen.

Definisi divided government secara aritmati-
ka dalam konteks lokal, oleh karena penerapan
sistem pemilu di Indonesia seperti kondisi pil-
kada langsung, pemilu legislatif, dan multipar-
tai, perlu didefinisikan dan dikategorikan seca-
ra jelas. Beberapa kondisi divided government
seperti kepala daerah yang berasal dari non-
partai (independen) dan didukung oleh partai
non-parlemen (tidak duduk dalam kursi DP-
RD) perlu mendapat tempat dalam definisi ini.

Selain itu, perlu juga menempatkan kepala
daerah yang diusung oleh satu partai mayori-
tas meski berkoalisi dengan partai-partai ke-
cil untuk masuk dalam definisi unified gover-
nment. Dengan mengadaptasi definisi yang di-
kemukakan oleh Laver dan Shepsle, tabel ber-

8Hanya 2,7% dari pilkada 2005-2007 yang mengha-
silkan unified government.

ikut ini mendefinisikan formasi divided gover-
nment sekaligus unified government.

Eriyanto (2007) dalam kajian bulanan Ling-
karan Survei Indonesia (LSI) tentang divided
government daerah di Indonesia memberikan
definisi yang sederhana. Definisi praktis yang
digunakan oleh Eriyanto dalam studinya, apa-
bila kursi koalisi (afiliasi) pemerintah lebih ke-
cil sama dengan (<) kursi terbesar partai non-
koalisi di DPRD, maka dapat dipastikan bahwa
terjadi divided government. Secara teknis ada-
lah membandingkan antara partai koalisi (afili-
asi) di pemerintah dengan kursi terbanyak non-
koalisi (koalisi) di DPRD. Walaupun patut di-
apresisasi, namun landasan teori yang mendu-
kung argumen definisi ini belum cukup mema-

dai.

Metode

Studi ini meliputi jangka waktu tahun anggar-
an 2008-2009. Alasan pemilihan diawali dari
tahun 2008 ini karena tahun 2007 adalah ta-
hun pertama penerapan peraturan baru da-
lam teknis penyusunan dokumen APBD, yai-
tu Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga da-
erah diasumsikan masih beradaptasi dengan
peraturan baru. Dengan demikian, faktor masa
transisi peraturan tersebut dapat dikendalikan
dalam studi ini.

Jangka waktu studi ini diakhiri sampai de-
ngan tahun 2009 karena daerah-daerah obser-
vasi adalah daerah yang melakukan pilkada ta-
hun 2005-2007 dan hasil pemilu legislatif DP-
RD I (provinsi) dan II (kabupaten/kota) ta-
hun 2004. Kepala daerah dan anggota DPRD
akan bersama-sama dalam pemerintahan ber-
dasarkan tahun pemilihan tersebut sampai de-
ngan tahun 2009 yang merupakan tahun dise-
lenggarakan pemilu legislatif berikutnya.

Pengumpulan data diperoleh dari data se-
kunder hasil pilkada selama rentang waktu
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Gambar 2: Formasi Pemerintahan di 293 Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Hasil Pileg 2004 dan
Pilkada 2005-2007)
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Sumber: LSI dan Kompas, diolah kembali

2005-2007? dan hasil pemilihan legislatif DP-
RD tingkat provinsi dan kabupaten/kota!®.
Data pilkada 2005-2007 menunjukkan pilka-
da berlangsung di 295 daerah dengan perin-
cian: 14 provinsi, 234 kabupaten, dan 46 kota.
Daerah yang menyelenggarakan pilkada secara
berturut-turut tahun 2005, 2006, dan 2007 ada-
lah sebanyak 65, 197, dan 33 daerah. Sementa-
ra itu, pemilihan legislatif DPRD berlangsung
di 366 daerah dengan perincian: 32 provinsi,
347 kabupaten, dan 87 kota.

Setelah diketahui komposisi dan kursi par-
tai pendukung kepala daerah dengan cara me-
nyandingkan partai pemenang pilkada dengan
partai hasil pemilihan legislatif, langkah beri-
kutnya adalah mengetahui seberapa besar du-

9Diperoleh dari Litbang Kompas.
"Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diin-
ventarisasi oleh LSI.

kungannya. Jika di bawah 50% berarti mino-
ritas, sedangkan di atas 50% berarti mayori-
tas. Varian formasi divided government seperti
kepala daerah yang merupakan calon indepen-
den (non-partai) jelas tidak memiliki dukung-
an partai di parlemen—seperti Provinsi NAD
dan sebagian kabupaten-kabupaten di Provinsi
NAD-termasuk dalam kategori single minority
party. Demikian pula bagi kepala daerah yang
didukung oleh partai-partai yang sama sekali
tidak memiliki kursi di parlemen (partai non-
parlemen)-seperti di kabupaten Banyuwangi —
termasuk dalam formasi single minority party.

Kemudian berdasarkan teori yang dikemu-
kakan oleh Laver dan Shepsle (1991) tentang
divided government, maka hasil pemilihan le-
gislatif 2004 dan pilkada 2005-2007 diluar da-
erah pemekaran'! menghasilkan formasi si-

1Tidak termasuk Sulawesi Barat dan daerah induk
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Gambar 3: Penetapan APBD per Bulan selama Tahun Anggaran 2005-2008
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Sumber: Kemenkeu, diolah

ngle majority party (disingkat single majori-
ty) sebanyak 8 (2,7%) daerah antara lain: Pro-
vinsi Gorontalo, Kab. Wonogiri, Kab. Kutai,
Kab. Sangihe Talaud, Kab. Barru, Kab. Ba-
ngli, Kab. Jembrana, dan Kab. Tabanan. Se-
mentara itu, majority coalition terdapat pada
29 (9,9%) daerah, minority coalition sebanyak
149 (50,9%) daerah, dan sisanya single mino-
rity party (disingkat single minority) sebanyak
107 (36,5%) daerah (Gambar 2).

Terkait dengan penetapan APBD, berda-
sarkan Gambar 3, meski secara umum menga-
lami kenaikan dari percepatan penetapan seca-
ra berurutan dari tahun 2007, 2008, 2009, dan
2010 yaitu 5%, 24%, 23%, dan 41%, terlihat
bahwa daerah belum mampu mendorong per-
cepatan di atas 50%. Hanya tingkat provinsi
saja yang menunjukkan penurunan angka ke-
terlambatan dari 91% di tahun 2007 sampai di
bawah 50% sebesar 39% di tahun 2010 (Tabel
5). Pada tingkat kota stagnasi justru terjadi pa-
da tahun 2008 ke 2009, namun pada akhirnya
di tahun 2010 belum juga dapat menurunkan

Kab. Yapen Waropen.

angka keterlambatan APBD di bawah 50% ya-
itu sebesar 56%. Berkebalikan dengan tingkat
kota, keterlambatan di tingkat kabupaten ta-
hun 2008 ke 2009 malah mengalami kenaikan
dari 76% ke 78% dan di tahun 2010 dengan
tingkat keterlambatan masih di atas 50% yaitu
sebesar 62%.

Untuk mengetahui hubungan antara formasi
divided government dengan keterlambatan pe-
netapan APBD, maka batasan data keterlam-
batan menyesuaikan formasi pemerintahan, ya-
itu hanya tahun 2008 dan 2009. Dengan alasan
seperti yang sudah dijelaskan pada awal pem-
bahasan sub-bab metode ini.

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa di da-
lam kinerja penetapan APBD dalam formasi
magjority government (majority coalition dan
single magjority) tidak lebih baik dari minori-
ty government (single minority dan minority
coalition). Persentase keterlambatan penetap-
an pada urutan formasi tersebut adalah 72%,
79%, 68%, dan 64% dimana tingkat persentase
antara magority government hanya 10% lebih
lambat dari minority government. Berdasarkan
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statistik tersebut tidak terlihat pola yang me-
yakinkan bahwa formasi majority government
terutama single majority party menunjukkan
performa yang lebih baik dari minority gover-
nment.

Sekilas keempat formasi tersebut tidak me-
miliki perbedaan yang menonjol. Terlihat da-
ri persentase keterlambatan yang selisih antar-
formasinya tidak terlalu besar bedanya. Na-
mun demikian, perlu dicoba analisis statistik
sederhana melalui Uji Chi-Square. Uji ini ber-
tujuan untuk mendapatkan jawaban apakah
keempat formasi pemerintahan tersebut me-
nunjukkan kinerja yang berbeda atau sama
saja. Uji Chi-Square dilakukan dengan keter-
lambatan sepanjang tahun 2008-2009. Setelah
itu, uji ini didekomposisikan menurut tahun-
nya, yaitu tahun 2008 dan tahun 2009.

Hasil Uji Chi-Square (Tabel 7.1) memper-
lihatkan performa penetapan APBD keempat
formasi sepanjang tahun 2008-2009 menun-
jukkan probabilitas statistik kurang dari 10%
(probabilitas 9,9%). Artinya, dengan taraf nya-
ta hipotesis sebesar 10% bahwa ’keempat ka-
tegori formasi berbeda secara statistik’, maka
berdasarkan kedua probabilitas tersebut hipo-
tesis 'tidak ada perbedaan’ telah ditolak. Se-
lain itu, hal ini juga menyatakan bahwa hipo-
tesis "keempat kategori formasi tidak memili-
ki hubungan dengan keterlambatan penetapan
APBD’, maka pernyataan ini telah ditolak.

Namun demikian, ketika didekomposisikan
berdasarkan tahun, hasil Uji Chi-Square (Ta-
bel 7.2) memperlihatkan performa penetapan
APBD keempat formasi baik tahun 2008 dan
tahun 2009 menunjukkan probabilitas statis-
tik lebih dari 10% (probabilitas 22,8% di ta-
hun 2008 dan 38,9% di tahun 2009). Artinya,
dengan taraf nyata hipotesis sebesar 10% bah-
wa 'keempat kategori formasi berbeda secara
statistik’, maka berdasarkan kedua probabili-
tas tersebut hipotesis 'tidak ada perbedaan’ te-
lah diterima.

Secara umum, selama tahun 2008-2009, for-
masi pemerintahan apapun memperlihatkan

kinerja penetapan APBD yang berbeda. Na-
mun, untuk tahun 2008 dan 2009, masing-
masing tidak memperlihatkan kinerja yang
berbeda. Jika ada, perbedaan yang diperlihat-
kan tidak terlalu besar. Hal ini yang terli-
hat dari rata-rata ketepatan waktu penetapan
APBD pada keempat formasi pemerintahan di-
mana secara berurutan single majority agak le-
bih baik dari coalition majority; lalu coalition
majority relatif agak lebih baik dari single mi-
nority; dan single minority agak lebih baik dari
coalition minority.

Dengan demikian, terlihat lebih jelas adanya
keterkaitan antara divided government dengan
keterlambatan penetapan APBD sepanjang ta-
hun 2008-2009. Untuk memperoleh jawaban
pertanyaan studi ini, akan dibahas lebih men-
dalam pengaruh divided government terhadap
keterlambatan penetapan dengan model eko-
nometrika berupa estimasi model logistik.

Model yang ditawarkan'? untuk mengetahui
faktor-faktor yang menentukan peluang pene-
tapan APBD yang terlambat, yang selanjutnya
disebut dengan model Budget Late-Divided Go-
vernment (BL-DG) adalah sebagai berikut:

P;
Z; = 1
”(1—3«)

= «a+ Bidivided_gov + Bokab
+ B3jawa_bali + Bybelanja
+ Bsgaji_-dewan + Bgsda
+ frmasa_kdh + pfgdau+¢ (1)

dengan:

Z; = variabel binomial yang merepresentasikan
apakah penetapan variabel di daerah tersebut
terlambat (1) atau tidak (0)

divided_gov = kategori formasi pemerintahan
yang terdiri dari tiga variabel dummy formasi
divided government dengan formasi unified
government sebagai basisnya.

12)Model ini mencoba mengadaptasi dari model yang
disimulasikan oleh Andersen et al. (2010), Klarner et al.
(2010), dan Cummins (2010).
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beberapa variabel kontrol, antara lain:

kab = kategori spasial Jawa & Bali - luar Jawa
& Bali (dummy)

jawa_bali = kategori spasial provinsi & kota -
kabupaten (dummy)

belanja = belanja daerah (miliar rupiah)

gaji-dewan = gaji dan tunjangan DPRD (mi-
liar rupiah)

sda = memiliki sumber daya alam (1) atau (ti-
dak)

masa_kdh = masa kepemimpinan kepala dae-
rah (tahun)

dau = Dana Alokasi Umum (miliar rupiah)

Beberapa penjelasan variabel-variabel yang
diproyeksikan mewakili konstruksi teori dari
model yang ditawarkan tersebut adalah sebagai
berikut. Pertama, keterlambatan penetap-
an APBD. Data ini diperoleh dari Kemente-
rian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dimoni-
tor hanya selama tahun anggaran 2008-2009.
APBD dianggap terlambat apabila ditetapkan
lewat dari tanggal 31 Desember tahun anggar-
an sebelumnya.

Ada dua elemen data yang harus dibedakan
terkait dengan keterlambatan APBD. Pertama
adalah keterlambatan penetapan APBD yaitu
tanggal penetapan yang tertera pada dokumen
APBD terletak pada konsideran peraturan da-
erah dan header pada tiap lampirannya. Kedua,
tanggal penyampaian dokumen APBD dari da-
erah ke pusat.

Pertanyaan kritisnya adalah sejauhmana
tanggal penetapan APBD dapat diandalkan?
Asumsi dan penjelasannya, tanggal penetapan
sulit untuk dimanipulasi sebab tanggal terse-
but menjadi bagian yang dievaluasi oleh peme-
rintah pusat dan pemda di atasnya selaku eva-
luator APBD. Selain itu, tanggal tersebut me-
rupakan tanggal kesepakatan antara eksekutif-
legislatif dalam memutuskan dokumen APBD.
Ditambah lagi civil society turut mengawasi

penetapan APBD baik secara langsung dalam
sidang maupun tidak langsung melalui sarana
publikasi rekapitulasi penetapan APBD secara
online.

Kedua, divided government menggu-
nakan definisi Laver dan Shepsle (1991)
sebagai faktor politis. Studi ini menetapkan
definisi divided government seperti yang diru-
muskan oleh Laver dan Shepsle (1991). Sela-
in secara teknis mudah diidentifikasi dari da-
ta pilkada dan pemilihan legislatif, mendekom-
posisikan formasi pemerintahan dalam empat
bentuk yang memiliki keuntungan sejauhma-
na formasi-formasi tersebut memengaruhi ke-
terlambatan penetapan. Performa formasi da-
pat pula diurutkan setelah dilakukan regresi
model. Keuntungan lainnya adalah mengeta-
hui apakah formasi majority coalition masuk
dalam unified atau divided government.

Ketiga, besaran belanja APBD seba-
gai indikator kemampuan teknis dan
maksimalisasi anggaran. Semakin besar be-
lanja APBD diprediksi, maka akan semakin
kompleks penyusunan APBD-nya. Kemampu-
an teknis formulasi anggaran semakin teruji ke-
tika dihadap- kan kondisi APBD yang mening-
kat. Meski pendekatan ini memiliki kelemahan,
tetapi bisa saja meningkatnya belanja memang
kebiasaan daerah yang menggunakan metode
incremetal budgeting. Dengan demikian, diper-
lukan variabel kontrol lain seperti gaji dan tun-
jangan DPRD sebagai bagian dari APBD.

Selain itu, meningkatnya belanja APBD juga
dapat dikaitkan dengan perilaku maksimalisasi
anggaran oleh para aktor politik. Diduga sema-
kin besar anggaran, maka semakin lama tarik
ulur kepentingan terkait dengan budaya titip
anggaran.

Keempat, gaji dan tunjangan DPRD se-
bagai indikator insentif aktor politik. Da-
ta gaji dan tunjangan DPRD diperoleh juga
dari data APBD tahun 2008 dan 2009 yang
berasal dari database keuangan daerah pada
instansi DJPK. Data ini merupakan data be-
lanja pada satuan kerja DPRD yang meliputi
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gaji dan tunjangan pada periode tersebut.

Gaji dan tunjangan anggota DPRD dipre-
diksi sebagai motif ekonomi para anggota de-
wan meski pengesahan anggaran merupakan
kewajiban yang telah tertuang dalam peratur-
an perundangan. Menaikkan insentif berupa
gaji dan tunjangan anggota DPRD diproyek-
si menjadi bagian dari perilaku eksekutif un-
tuk mengakomodasi kepentingan anggota DP-
RD sehingga pembahasan APBD berjalan lan-
car.

Kelima, masa kerja Kepala Daerah se-
bagai indikator kemampuan teknis dan
manajerial. APBD tahun 2008 dan 2009 yang
diperoleh dari DJPK merupakan produk peme-
rintahan hasil pilkada yang establish selama ta-
hun 2005-2007. Berdasarkan data tersebut da-
pat diketahui masa kepemimpinan kepala dae-
rah atas kinerja pembahasan APBD.

Masa kerja kepala daerah menunjukkan ku-
rva pembelajaran yang seharusnya semakin
melandai. Artinya kemampuan teknis kepe-
mimpinan dan manajerial dalam mengatur
sumber daya aparatur birokrasi semakin la-
ma harusnya semakin terasah. Hal ini dipre-
diksi dapat mempercepat proses pembahasan
APBD.

Keenam, kepemilikan sumber daya alam
sebagai indikator sumber perburuan ren-
te. Mengenai data kepemilikan sumber daya
alam di daerah merupakan data dummy yang
sekurang-kurangnya diperoleh dari kepemilik-
an minyak dan gas bumi, serta pertambangan
umum dan kehutanan secara gabungan'3. Jus-
tifikasi kepemilikan minyak dan gas bumi dipe-
roleh dari selisih antara Produk Domestik Re-
gional Bruto (PDRB) konstan dengan PDRB
konstan minyak dan gas yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepemilikan pertambangan umum oleh su-
atu daerah dapat ditandai dari nilai iuran te-

13Tiga jenis SDA tersebut harus terpenuhi. Jika ti-
dak, maka dianggap tidak memiliki SDA sebab gabung-
an nilai bagi hasil ini sangat besar sehingga dianggap
sangat rentan perburuan rente di daerah.

tap (landrent) yang ada dalam rincian penda-
patan APBD, sebab selain dibagihasilkan kepa-
da provinsi dan pusat, selebihnya landrent ha-
nya diperuntukkan bagi kabupaten/kota peng-
hasil (kabupaten/kota lain tidak memperoleh
bagian). Demikian pula halnya SDA kehutan-
an ditandai dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan (ITUPH) dan dana reboisasi dalam rin-
cian pendapatan APBD yang tidak dibagikan
kepada kabupaten/kota sekitarnya dalam ling-
kup provinsi daerah penghasil yang bersang-
kutan.

Sumber daya alam merupakan bagian dari
faktor yang seringkali diperebutkan oleh ber-
bagai kepentingan di daerah pasca-otonomi
daerah. Aktor-aktor politik baik di birokrasi
maupun parlemen menjadi bagian yang tidak
terlepaskan terkait dengan perizinan kawasan
pertambangan, pemanfaatan lahan perkebun-
an dan kehutanan.

Asumsi yang digunakan dalam menetapkan
kepemilikan sumber daya alam setidaknya di-
peroleh dari nilai PDRB migas, biaya izin per-
tambangan, serta biaya izin pemanfaatan lah-
an perkebunan dan kehutanan yang diperoleh
dari unsur pendapatan APBD. Ketika informa-
si ini tidak terpenuhi, maka dianggap tidak me-
miliki sumber daya alam (terlalu sedikit untuk
diperebutkan oleh berbagai kepentingan).

Ketujuh, sanksi penundaan DAU se-
bagai instrumen pemerintah pusat un-
tuk mempercepat penetapan APBD. Da-
ta DAU sebagai insentif mempercepat penetap-
an APBD agar daerah tidak dikenai sanksi pe-
motongan dana ini, diperoleh juga dari DJPK
dimana data ini bersumber juga dari APBD
2008 dan 2009.

Apabila aktor politik dan anggaran di dae-
rah rasional, maka kebijakan pemerintah pusat
untuk menunda pencairan DAU merupakan in-
sentif untuk menyegerakan penetapan APBD.
Variabel ini menunjukkan bahwa semakin be-
sar DAU, apabila terkena sanksi 25% penunda-
an pencairan dana tersebut, maka akan mem-
beri pengaruh pada semakin cepatnya penetap-



Sigit W. Kartiko/Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik... 94

an APBD.

Penetapan Asumsi-Asumsi

Studi ini berpijak pada asumsi-asumsi yang
terlebih dahulu ditetapkan. Beberapa asum-
si yang melandasi antara lain, pertama ada-
lah sistem pemerintahan presidensial dan
multipartai di daerah. Penulis mengasum-
sikan bahwa desain institusional politik berupa
sistem pilkada dan pileg sejak tahun 2004 se-
cara langsung oleh masyarakat merupakan ciri-
ciri pemerintahan daerah yang memiliki kemi-
ripan dengan sistem presidensial. Sebagai pem-
banding, sebelum tahun 2004 sulit diidentifika-
si formasi pemerintahan berdasarkan sistem-
nya, merupakan sistem presidensial sebab ke-
pala dan wakil kepala daerah dipilih langsung
oleh anggota dewan.

Sistem multipartai di daerah melengkapi ter-
penuhinya definisi formasi pemerintahan me-
nurut Laver dan Shepsle (1991). Definisi ini di-
gunakan dalam studi untuk menentukan for-
masi pemerintahan daerah termasuk divided
atau unified government.

Kedua, proses formulasi di dinas-dinas
sebelum pembahasan Rancangan APBD
(RAPBD) berjalan lancar. Proses formu-
lasi draf APBD sebelum pembahasan di dew-
an yang meliputi penetapan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas & Plafon Ang-
garan Sementara (PPAS) dianggap berjalan
dengan baik. Sebab, sulit untuk mengidentifi-
kasi kapan hasil kompilasi draf APBD selesai
diselesaikan oleh dinas-dinas. Oleh karena itu,
prosedur-prosedur penyusunan draf APBD se-
belum masuk pembahasan di DPRD diasum-
sikan berjalan dengan normal di semua daerah.

Ketiga, proses pembahasan APBD ter-
fokus di parlemen. Dengan menguatnya pe-
ran DPRD, maka studi ini melihat perspek-
tif pembahasan APBD terkendala di parlemen.
Analisis motif-motif ekonomi dan perilaku ak-
tor politik anggaran lebih menitikberatkan pa-
da peranan DPRD yang berfungsi mengesah-
kan APBD.

Keempat, tidak ada masalah transi-
si peraturan dalam penyusunan APBD.
Perubahan pedoman penyusunan APBD sejak
tahun 2007 melalui Permendagri 13/2006 di-
anggap tidak lagi menghambat formulasi draf
APBD untuk tahun 2008 dan 2009. Pemilihan
tahun anggaran 2008 dan 2009 sebagai batasan
studi dipilih di antaranya karena asumsi ini.

Selanjutnya estimasi telah dilakukan dengan
melakukan berbagai treatment berupa dekom-
posisi variabel dummy dari satu tipe divided
government menjadi tiga (single minority, mi-
nority coalition dan majority coalition dan si-
ngle magority, sedangkan single majority seba-
gal unified government), dekomposisi pola spa-
sial dengan membagi kategori daerah menja-
di provinsi- kabupaten/kota, Jawa-Bali, dan
luar Jawa-Bali. Kemudian secara ekonometri-
ka, kaidah-kaidah estimasi telah dilakukan di-
antaranya dalam mengatasi gejala-gejala hete-
roskedastisitas namun tidak mendalam untuk
pengujian autokorelasi dan pengujian goodness
and fit. Dengan demikian, data observasi yang
layak untuk dilakukan estimasi terdiri dari 284
daerah selama pada tahun anggaran 2008 dan
2009 (total observasi sejumlah 568).

Hasil dan Analisis

Interpretasi terhadap hasil estimasi logit model
BL-DG menghasilkan odds ratio, yaitu peluang
terjadinya keterlambatan APBD dibandingkan
ketepatan waktu APBD. Model ini menjelas-
kan berapa peluang keterlambatan APBD ter-
hadap ketepatan waktu APBD jika formasi pe-
merintahan mengalami divided.

Interpretasi hasil regresi yang dilakukan me-
rupakan model keseluruhan data observasi
(Persamaan (1)). Berdasarkan hasil regresi lo-
gistik pada model Tabel 8 tidak semua varia-
bel signifikan. Variabel yang tampak signifikan
adalah tiga formasi divided government, kate-
gori kabupaten, daerah Jawa-Bali, dan belanja
daerah (total belanja APBD). Sementara itu,
pada gaji/tunjangan DPRD, masa kepemim-
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pinan kepala daerah, kepemilikan sumber daya
alam, dan DAU tidak signifikan secara statis-
tik. Selanjutnya hasil regresi logistik pada mo-
del tersebut, dalam kondisi ceteris paribus, koe-
fisien atau parameter model tersebut dapat di-
interpretasikan secara matematis statistik.

Secara umum, batasan 1 Januari (atau 31
Desember) adalah tanggal yang sensitif bagi
eksekutif dan legislatif. Perseteruan menjelang
tanggal ini, berdasarkan hasil regresi tampak-
nya lebih kental nuansa adu kekuatan anta-
ra eksekutif dan legislatif. Kepala daerah se-
laku eksekutif mendominasi fungsi perencana-
an dan penganggaran hingga diajukannya do-
kumen draf APBD. DPRD menunjukkan ek-
sistensinya dengan tidak langsung menyetujui
draf APBD melainkan dikritisi, misalnya tidak
hanya nilai total belanja APBD bahkan satu
per satu, per kegiatan, per lokasi, dan per item
anggaran. Selain itu, terkait dengan kegiatan
yvang tidak tercantum di anggaran yang baru
pastinya akan dibandingkan dengan anggaran
sebelumnya, mengapa dihapuskan. Jika tercan-
tum dalam anggaran yang baru masih ada ke-
mungkinan dipertanyakan lagi tentang besaran
nilai kegiatannya mengapa lebih besar atau ke-
cil dari anggaran sebelumnya.

Dengan menggunakan formasi unified gover-
nment sebagai acuan, dibandingkan single mi-
nority, log odds ratio keterlambatan penetapan
APBD terhadap percepatan penetapan APBD
meningkat sebesar 0,998. Maksudnya, dengan
melakukan antilog (Tabel 9) pada log odds ratio
tersebut, maka didapat 2,71 yang artinya, pe-
merintahan daerah dengan formasi single mi-
nority memiliki risiko keterlambatan tiga kali
lebih besar (2,71 ~ 3) dari formasi unified go-
vernment.

Sebagaimana formasi single minority, forma-
si unified government sebagai acuan, diban-
dingkan formasi minority coalition, log odds ra-
tio keterlambatan penetapan APBD terhadap
percepatan penetapan APBD meningkat sebe-
sar 1,42. Atau dengan antilog koefisien ini (Ta-
bel 8) didapat 4,14 yang artinya, pemerintahan

daerah dengan formasi minority coalition me-
miliki risiko keterlambatan empat kali lebih be-
sar (4,14 ~ 4) dari formasi unified government.

Dukungan kepala daerah yang tidak mayo-
ritas di parlemen mendapat perlawanan kuat
dari partai-partai oposisi. Pemda yang menda-
pat dukungan partai yang minim, baik sendiri
maupun secara koalisi di parlemen memiliki pe-
luang perlawanan yang lebih keras yang meng-
akibatkan keterlambatan penetapan APBD da-
ripada pemerintahan yang mayoritas.

Namun demikian, pada pemerintahan mino-
ritas, mengapa formasi single minority lebih
kecil peluang keterlambatannya daripada mi-
nority coalition? Kemungkinannya adalah ek-
sekutif dengan dukungan single minority di
parlemen sudah pasti tidak akan kuat mena-
han arus perlawanan anggota dewan. Domina-
si partai oposisi di parlemen berarti pula domi-
nasi kepentingan atas kebijakan pemerintahan
daerah. Oleh karenanya, draf APBD pemerin-
tahan dengan formasi ini lebih cepat terselesa-
ikan dengan cara eksekutif melakukan strategi
’akomodasi kepentingan’ kepada partai-partai
oposisi (Eriyanto, 2007).

Selanjutnya, unified government sebagai da-
sar acuan, dibandingkan majority coalition, log
odds ratio keterlambatan penetapan APBD
terhadap percepatan penetapan APBD me-
ningkat sebesar 0,97. Maksudnya, dengan me-
lakukan antilog koefisien ini (Tabel 8) dida-
pat 2,64 yang artinya, pemerintahan daerah de-
ngan formasi majority coalition memiliki risiko
keterlambatan tiga kali lebih besar (2,59 ~ 3)
dari formasi unified government.

Hal ini menunjukkan bahwa formasi peme-
rintahan daerah dengan mendapat dukungan
koalisi mayoritas, belum menunjukkan kinerja
yang memuaskan. Salah satu diantara penye-
babnya adalah persaingan kepentingan di in-
ternal partai-partai koalisi eksekutif memper-
buruk pembahasan APBD. Selain itu, komuni-
kasi yang tidak lancar antar-partai-partai ko-
alisi mengganggu soliditas dalam memutuskan
program/kegiatan dan prioritas kebijakan ang-
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garan daerah.

Selain itu, formasi majority coalition tam-
paknya berpotensi sebagai kondisi divided go-
vernment. Mempertegas teori divided gover-
nment oleh Laver dan Shepsle (1991) bahwa
formasi tersebut di daerah besar kemungkinan-
nya masuk dalam kategori divided government.
Apabila koefisien majority coalition mendeka-
ti nol atau bertanda sebaliknya (negatif), maka
masih memungkinkan formasi ini masuk dalam
kategori unified government (Tabel 8).

Bagaimana dengan formasi pemerintahan si-
ngle majority? Apakah dengan hasil regresi pa-
da Tabel 8 menunjukkan kinerja yang lebih ba-
ik dalam menetapkan APBD? Interpretasi mo-
del regresi logit atas kategori formasi peme-
rintahan menempatkan formasi single majority
sebagai dasar pembanding bagi ketiga formasi
pemerintahan yang lain. Secara model, hal ini
berhasil ditunjukkan bahwa formasi ini lebih
baik daripada formasi yang lain. Meski meng-
alami kendala karena sedikitnya formasi single
majority yang terjadi di daerah, formasi ini me-
nunjukkan performa yang relatif lebih unggul
dibandingkan formasi yang lain.

Analisis spasial berupa kategori daerah de-
ngan menggunakan provinsi-kota sebagai acu-
an, dibandingkan kabupaten, log odds ratio ke-
terlambatan penetapan APBD terhadap per-
cepatan penetapan APBD meningkat sebesar
0,6. Maksudnya, dengan melakukan antilog ko-
efisien ini (Tabel 9) didapat 1,82 yang artinya,
pemerintahan daerah dengan kategori kabupa-
ten memiliki risiko keterlambatan dua kali le-
bih besar (1,82 ~ 2) dari kategori provinsi-kota.

Analisis spasial berikutnya dengan daerah
luar Jawa-Bali sebagai acuan, dibandingkan
daerah Jawa-Bali, log odds ratio keterlambat-
an penetapan APBD terhadap percepatan pe-
netapan APBD meningkat sebesar 0,73. Mak-
sudnya, dengan melakukan antilog koefisien ini
(Tabel 9) didapat 2,08 yang artinya, pemerin-
tahan daerah di Jawa-Bali memiliki risiko ke-
terlambatan dua kali lebih besar (2,08 ~ 2) dari
luar Jawa-Bali.

Kategori spasial berupa tingkat daerah
provinsi-kota, kabupaten memiliki pengaruh
yang signifikan secara statistik pada keterlam-
batan APBD. Fungsi kategori spasial ini meru-
pakan variabel bebas yang bersifat pengontrol
bagi variabel lain agar relevan untuk diperban-
dingkan antar-daerah. Selain menunjukkan ki-
nerja yang berbeda, daerah provinsi-kota dan
kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda
dalam menyelesaikan APBD-nya. Sebagai con-
toh, provinsi merupakan benchmark bagi dae-
rah kabupaten/kota. Provinsi selaku wakil pe-
merintah pusat sekaligus evaluator APBD bagi
daerah di bawahnya harus memiliki kemampu-
an yang memadai dalam mekanisme pengang-
garan. Level pemerintah provinsi seharusnya
memiliki kapasitas yang lebih mumpuni untuk
sekadar menyusun dan mengesahkan anggaran
daerah. Jika tidak, hal ini dapat menurunkan
kredibilitas pemerintah provinsi di mata peme-
rintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota
bahwa pelaksanaan desentralisasi, demokrati-
sasi, dan otonomi di tingkat provinsi masih ter-
kendala.

Untuk tingkat kota, selain sebagai penggerak
perekonomian yang modern dan lebih maju da-
ripada di daerah, kota memiliki akses dan ja-
ringan yang lebih luas di berbagai bidang dari-
pada kabupaten. Sebagai contoh, sumber daya
manusia di perkotaan lebih terdidik, terampil,
dan profesional dalam hal kemampuan teknis
penyusunan anggaran. Akses tenaga akademis
di universitas-universitas di bidang keuangan
daerah yang umumnya terletak di perkotaan
menjadi nilai plus bagi percepatan penyusun-
an APBD.

Sementara itu, hasil estimasi diinterpreta-
sikan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah
total belanja APBD, log odds ratio keterlam-
batan penetapan APBD terhadap percepatan
penetapan APBD meningkat sebesar 0,00049.
Atau dengan melakukan antilog koefisien ter-
sebut (Tabel 9) didapat 1 yang artinya, setiap
kenaikan 1 milyar belanja APBD akan meng-
akibatkan naiknya risiko keterlambatan 1,0005
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kali lebih besar dari sebelum kenaikan. Kenda-
ti variabel ini signifikan, kenaikan peluang ter-
sebut sangatlah kecil. Namun demikian, hal ini
menunjukkan koefisien yang positif dimana pe-
ngaruh besar belanja APBD berbanding lurus
dengan keterlambatan penetapan APBD.

Berdasarkan Tabel 8 didapat bahwa gaji dan
tunjangan DPRD tidak signifikan secara statis-
tik. Hasil estimasi diinterpretasikan bahwa se-
tiap kenaikan 1 miliar rupiah gaji dan tunjang-
an DPRD, log odds ratio keterlambatan pene-
tapan APBD terhadap percepatan penetapan
APBD turun sebesar —0, 05. Atau dengan me-
lakukan antilog koefisien tersebut (Tabel 9) di-
dapat 0,95 yang artinya, setiap kenaikan 1 mi-
liar rupiah total belanja APBD akan mengaki-
batkan turunnya risiko keterlambatan 0,95 kali
lebih kecil dari sebelum kenaikan. Kendati va-
riabel ini tidak signifikan, variabel ini menun-
jukkan koefisien yang negatif dimana pengaruh
gaji dan tunjangan DPRD berbanding positif
dengan ketepatan waktu penetapan APBD.

Faktor jangka waktu kepemimpinan Kepala
Daerah (KDH), masa kerja KDH yang naik se-
besar satu tahun mengakibatkan log odds ratio
keterlambatan penetapan APBD terhadap per-
cepatan penetapan APBD sebesar -0,12. Anti-
log nilai ini (Tabel 9) diperoleh 0,89 yang ber-
arti bahwa meningkatnya masa kerja KDH se-
besar satu tahun mengakibatkan risiko keter-
lambatan turun sebesar 0,89 kali dari tahun
sebelumnya. Interpretasi koefisien ini dilaku-
kan dengan catatan bahwa secara statistik ti-
dak signifikan. Walau demikian tanda koefisien
yang negatif menunjukkan bahwa masa kepe-
mimpinan KDH yang semakin lama menurun-
kan risiko keterlambatan penetapan APBD.

Dibandingkan daerah yang memiliki SDA,
log odds ratio keterlambatan penetapan APBD
terhadap percepatan penetapan APBD me-
ningkat sebesar 0,57 daripada daerah yang ti-
dak memiliki SDA. Maksudnya, dengan mela-
kukan antilog koefisien ini (Tabel 9) didapat
1,77 yang artinya, pemerintahan daerah yang
memiliki SDA, memiliki risiko keterlambatan

2 kali lebih besar (1,77 ~ 2) dari daerah yang
tidak ber-SDA.

Variabel terakhir, meningkatnya angka DAU
sebesar 1 miliar rupiah mengakibatkan log
odds ratio keterlambatan penetapan APBD
terhadap percepatan penetapan APBD sebe-
sar —0,0003. Antilog nilai ini (Tabel 8) dipe-
roleh 0,99 yang berarti bahwa meningkatnya
DAU sebesar 1 miliar rupiah mengakibatkan ri-
siko keterlambatan turun sebesar 0,99 kali da-
ri sebelum peningkatan DAU sebesar 1 mili-
ar rupiah. Interpretasi koefisien ini dilakukan
dengan catatan bahwa secara statistik tidak
signifi- kan. Walau demikian, tanda koefisien
yang negatif menunjukkan bahwa meningkat-
nya angka DAU menurunkan risiko keterlam-
batan penetapan APBD.

Intercept sebesar —0,43 mengandung arti
bahwa pada situasi pemerintahan yang unifi-
ed government suatu pemda provinsi atau ko-
ta yang berada diluar Jawa-Bali dengan to-
tal belanja tertentu (misalnya rata-rata to-
tal belanja Rp600 miliar), gaji dan tunjangan
DPRD (misalnya rata-rata sebesar Rp5 mili-
ar), masa pemerintahan KDH (misalnya rata-
rata 3 tahun), serta tidak memiliki SDA dan
DAU tertentu (misalnya rata-rata DAU Rp300
miliar); maka didapat log odds ratio sebesar
—0,4[—0,43 + 020,998 + 0x1,42 + 020,97 +
020, 6 + 020, 73 + 0,000492600 + (—0,05)x0 +
(—0,12)z3 + 0,6020]. Dengan melakukan an-
tilog, maka diperoleh 0,67 yang artinya pelu-
ang keterlambatan terhadap percepatan pene-
tapan adalah sebesar 67% atau peluang keter-
lambatan APBD pada nilai-nilai variabel ter-
sebut adalah sebesar 40% (peluang_terlambat
+ (1 — peluang_terlambat) = 0,67).

Intercept juga dapat berarti bahwa jika
faktor-faktor yang dihipotesiskan bernilai nol,
maka odds ratio keterlambatan yang terja-
di pada daerah adalah sebesar 0,67 (Tabel
9). Peluang keterlambatan yang terjadi ada-
lah sebesar 39% (peluang_terlambat |/ (1 +
peluang_terlambat) = 0,67). Peluang ini ma-
sih kecil dibandingkan variabel-variabel lain-
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nya yang dihipotesiskan (Tabel 9). Maksudnya,
secara, ordinal, faktor di luar variabel-variabel
yang dihipotesiskan lebih kecil kemungkinan-
nya dalam memengaruhi peluang keterlambat-
an penetapan APBD.

Di dalam Tabel 8 dengan variabel-variabel
lain yang tidak signifikan memperlihatkan bah-
wa variasi nilai antar-observasi yang terjadi
mengakibatkan pola yang tidak meyakinkan
bahwa variabel ini memengaruhi variabel ke-
terlambatan penetapan APBD. Walau demiki-
an, dengan melihat tanda koefisien yang logis
dan tidak adanya kolinearitas antara variabel
penjelas (Tabel 10), variabel-variabel yang ti-
dak signifikan tersebut kemungkinan secara ka-
sus per kasus di daerah-daerah turut memenga-
ruhi keterlambatan penetapan APBD.

Namun demikian, kembali melalui hasil uji
R-squared (Tabel 10) menunjukkan bahwa ma-
sih ada kemungkinan estimasi regresi tersebut
bias dan kurang relevan. Pseudo/McFadden R-
squared yang sangat kecil menunjukkan bahwa
faktor-faktor lain kemungkinan besar berpe-
ngaruh pada keterlambatan penetapan APBD.

Simpulan

Studi ini menjawab faktor politis apa yang per-
lu mendapat perhatian atas lambat dan pe-
liknya permasalahan penganggaran di daerah.
Disiplin anggaran yang kurang oleh para ak-
tor politik dan birokrasi secara langsung mau-
pun tidak langsung mengakibatkan masyarakat
dirugikan. Secara statistik kinerja penetapan
APBD di Indonesia sangat buruk dilihat da-
ri banyaknya daerah yang terlambat menetap-
kannya. Padahal sangat jelas dalam peraturan
bahwa batas waktu penetapan APBD adalah
tanggal 31 Desember atau 1 Januari tahun fis-
kal baru.

Sementara itu, analisis ekonomi politik di-
vided government di daerah mungkin merupa-
kan perspektif baru dalam melihat fenomena
sulitnya mengoptimalkan perekonomian regio-
nal melalui desentralisasi politik dan kebijak-

an anggaran (fiskal) daerah. Dengan demikian,
pandangan dan teori yang optimistik mengenai
keberhasilan demokratisasi, desentralisasi, dan
otonomi daerah tidak seharusnya mengesam-
pingkan faktor formasi pemerintahan dan per-
ilaku aktor politiknya. Oleh karena itu, tulisan
ini memperlihatkan bahwa sistem politik yang
ditempuh oleh daerah di Indonesia sulit mem-
bentuk pemerintahan daerah yang kuat dan
stabil untuk meningkatkan performa kebijak-
an fiskal dan tata kelola pemerintahan berupa
percepatan penetapan APBD.

Secara empiris data observasi daerah—hasil
pilkada langsung 2005-2007 dan pemilihan le-
gislatif 2004 tidak menolak terhadap hipote-
sis bahwa formasi divided government meme-
ngaruhi keterlambatan APBD sepanjang ta-
hun anggaran 2008-2009 dalam model persa-
maan logit. Secara ordinal, peluang terjadinya
keterlambatan penetapan berdasarkan estima-
si regresi logit menunjukkan minority coali-
tion, single minority, dan majority coalition de-
ngan menggunakan single magjority sebagai ba-
sis pembandingnya.

Meski demikian tentunya ada hal-hal lain
yang dapat memengaruhi keterlambatan pene-
tapan APBD seperti faktor-faktor yang secara
singkat disebutkan sebelumnya dalam bagian
asumsi-asumsi. Namun, hal tersebut tidaklah
menjadi fokus untuk diperdalam dan diukur le-
bih lanjut dalam studi ini.

Keterbatasan dan Saran Studi

Permasalahan yang masih mengganjal terkait
dengan data-data observasi adalah masih sa-
ngat kecilnya formasi unified government yang
terjadi di daerah. Konsekuensinya, sulit me-
nyimpulkan bahwa kinerja pembahasan APBD
pada formasi unified government secara kua-
litatif memenuhi prinsip akuntabel, transpa-
ran, efektif, efisien, dan lepas dari motif kepen-
tingan ekonomi dan politik yang sempit. Arti-
nya, studi ini masih belum mampu mengukur
secara komprehensif, baik kuantitatif maupun
kualitatif, bahwa performa unified government
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mengungguli kondisi divided government ter-
kait dengan politik anggaran di daerah. Ken-
dati demikian, studi ini cukup memadai dalam
menjelaskan bahwa formasi majority coalition
diindikasikan masuk dalam kategori divided go-
vernment.

Berdasarkan hasil studi tersebut dapat di-
nyatakan bahwa pemerintahan yang mayoritas
berasal dari satu partai tertentu dapat mem-
percepat pembahasan APBD. Artinya, desain
institusional berupa sistem politik yang dapat
memperbesar peluang terjadinya pemerintah-
an yang secara mayoritas didukung oleh satu
partai dapat memperbaiki kinerja pemerintah-
an daerah. Penyederhanaan partai-partai poli-
tik, pemilihan kepala daerah oleh anggota DP-
RD, dan sistem distrik dalam pemilihan umum
dapat memperbesar terjadinya formasi unified
government. Meski patut disadari bahwa per-
jalanan demokratisasi daerah melalui pilkada
langsung dan pemilihan legislatif pelaksanaan-
nya masih relatif baru.

Oleh karena itu, perlu juga membenahi as-
pek institusional lain seperti prosedur pem-
bahasan penganggaran yang transparan dan
akuntabel berdasarkan prinsip checks and ba-
lances yang terukur. Misalnya perdebatan di
dalam parlemen selayaknya dipublikasikan se-
cara rapi dan tertulis untuk diamati dan disi-
mak oleh masyarakat luas seperti Congressio-
nal Record di Amerika Serikat. Hal ini diper-
caya dapat meminimalisasi motif-motif tersem-
bunyi dalam penganggaran publik.

Selanjutnya prinsip checks and balances da-
lam pembahasan anggaran harus mampu me-
nunjukkan bahwa draf anggaran telah disajikan
secara utuh dalam setiap interaksinya oleh satu
lembaga ke lembaga yang lain. Melalui meka-
nisme ini, maka publik akan mengetahui suatu
draf anggaran yang utuh tersebut sedang ber-
ada di tangan eksekutif atau legislatif. Dengan
demikian,masyarakat dapat secara tepat meng-
hukum pihak/aktor politik mana yang menja-
di sumber lambatnya penetapan anggaran de-
ngan cara mengkritisi bahkan tidak memilih-

nya kembali di periode berikutnya (Andersen
et al., 2010).
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Tabel 1: Beberapa studi Sebab-sebab Keterlambatan Penetapan Anggaran

Peneliti

Variabel Bebas

Metode

Batasan

Andersen et al. (2010)

Cummins (2010)

Klarner et al. (2010)

Bakry (2009)

Solthan (2009)

Wangi dan Ritonga (2010)

1. Unemployment

2. Divided Government
3. Election

4. Population

5. Full Time Legislator
6. Government Shutdown
7. Census Response Rate
8. Deadline

. Unemployment

. Unified Government

. Income Per Capita

. Ezecutive Election Year
. Legislative Election Year

. Party Polarizaton
. Congressional Budget Act

0 O O W

Government Shutdown

. Election Year

. Divided Government

. Change Income per Capita

. Surplus

. Bill Size

. After Congresional Budget Act
. Budget Complezity

0 DT W

1. Regulasi

2. Tanggung Jawab Moral
Eksekutif-Legislatif

3. Sumber Daya Aparatur

1. Dukungan Politik Warga
. Transparansi Komunikasi
. Konsistensi Visi Misi

w N

1. Relasi Eksekutif-Legislatif
2. Latar Belakang Pendidikan
3. Indikator Kinerja

4. Komitmen

5. Penyusun APBD

. Personal Income Tax Volatility

Regresi

Regresi

Regresi

Deskriptif

Deskriptif

Multivariate
Factor
Analysis

48 US States
1988-2007

California
1950-2008

49 US States
1961-2006

Kab. Agam
2007-2009

Kab. Bulukumba
2009

Kab. Rejang Lebong
2008-2010

Sumber: Telah diolah kembali
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Tabel 2: Formasi Divided Government Secara Aritmatika,

No. Rezim Formasi

1 Presidential 1) A party (or parties) opposed to the president has (have) a magjority in at least
on working house
2) There is no majority in at least one working house

2 Parliamentary The government (single-party or coalition) fails to command a magjority in at least
one working house

3 Semi-presidential 1) The government (single-party or coalition) fails to command a majority in at least
one working house
2) A party (or parties) opposed to the president has (have) a majority in the key house,
leading to the appointment of a prime minister who is also opposed to the president

Sumber: Elgie (2001), diolah

Tabel 3: Formasi Dukungan Partai dalam Pemerintahan

Barczak (2001) Laver dan Shepsle (1991)
Formasi Divided Unified Divided Unified
Government  Government  Government  Government
Minority Single Minority v v
Government  Party
Minority Coalition v v
Magjority Magjority v v

Government  Coalition

Single Magority Party v v
Sumber: Barczak (2001), Laver dan Shepsle (1991), dan Shugart (1995), diolah

Tabel 4: Formasi Dukungan Partai dalam Pemerintahan dalam Konteks Daerah di Indonesia

No. Formasi Uraian Kursi di Parlemen  Divided  Unified
1 Single Minority Party KDH didukung hanya 1 partai (parlemen < 50% v

maupun non-parlemen) yang minoritas, atau

KDH dari calon independen (bukan partai) < 50% v
2 Minority Coalition KDH didukung lebih dari 1 partai (parlemen < 50% v

dan/atau non-parlemen), tetapi minoritas
di parlemen

4 Magjority Coalition KDH didukung setidaknya 1 partai parlemen > 50% v
dan sekurangnya 1 dari partai lain (parlemen
maupun non-parlemen) sehingga menjadi
mayoritas di parlemen

5 Single Magority Party KDH didukung hanya 1 partai yang mayoritas > 50% \%
di parlemen meski tergabung dalam koalisi, atau
KDH didukung hanya 1 partai yang mayoritas > 50% v

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
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Tabel 5: Statistik Keterlambatan APBD 2007-2010 (1 Januari sebagai Batas Keterlambatan)

. . 2007 2008 2009 2010 Total Rata-rata
Tingkat Uraian
% % % % %
Provinsi Jumlah Terlambat 30 91 22 67 20 61 13 39 64
Jumlah Daerah 33 33 33 33
Kota Jumlah Terlambat 79 92 67 76 69 76 52 56 75
Jumlah Daerah 86 88 91 93
Kabupaten Jumlah Terlambat 328 96 277 76 303 78 245 62 77
Jumlah Daerah 342 363 386 398
Jumlah Terlambat 437 95 366 76 392 77 310 59 76
Jumlah Daerah 461 484 510 524

Sumber: Kemenkeu, diolah

Tabel 6: Formasi Pemerintahan Daerah dan Keterlambatan Penetapan APBD Tahun 2008-2009

. . 2008 2009 Rata-rata
Formasi Uraian
% % %
Single Minority Terlambat 78 73 M7 T2 72,5
Jumlah Daerah 107 107
Minority Coalition Terlambat 118 79 116 78 78,5
Jumlah Daerah 149 149
Majority Coalition Terlambat 22 76 19 66 71
Jumlah Daerah 29 29
Single Magority/ Terlambat 4 50 5 63 56,5
Unified Government  Jumlah Daerah 8 8
Subtotal Terlambat 222 76 217 74 75
Subtotal Daerah 293 293

Sumber: LSI, Kompas, dan Kemenkeu, diolah kembali
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Tabel 7: Hasil Uji Chi-Square Berdasarkan Tabulasi Silang (Formasi Pemerintahan Daerah dan

Penetapan APBD Tahun 2008-2009)

1. Sepanjang tahun 2008-2009

Terlambat

Total
tidak Ya
TIPE single minority 59 155 214
minority coalition 64 234 298
magjority coalition 17 41 58
single magjority 7 9 16
Total 147 439 586
Value Df Asymp. Sig.
(2-sided)
Pearson Chi-Square  6,285(a) 3 0,099
N of Valid Cases 586

a 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01

2. Tahun 2008 dan 2009

TAHUN Terlambat Total
tidak Ya
2008 TIPE single minority 29 78 107
minority coalition 31 118 149
magority coalition 7 22 29
single majority 4 4 8
Total 71 222 293
2009 TIPE single minority 30 s 107
minority coalition 33 116 149
magority coalition 10 19 29
single majority 3 5 8
Total 76 217 293
TAHUN Value df Asymp. Sig.
(2-sided)
2008 Pearson Chi-Square 4,327 (a) 3 0,228
N of Valid Cases 293
2009 Pearson Chi-Square 3,019 (b) 3 0,389
N of Valid Cases 293

A 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.94
B 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.08

Sumber: Hasil pengolahan data
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Tabel 8: Model Logit Keterlambatan Penetapan APBD

Variabel Terikat =
Terlambat (ya/tidak)*)

i)
. . Koefisien
Variabel Bebas = Tipe (-stat)
Divided Government:
(Laver dan Shepsle, 1991)
Apakah Single Minority (va/tidak) 0,998%**
-2,03
Apakah Minority Coalition (ya/tidak) 1,42%**
-2,9
Apakah Majority Coalition (va/tidak) 0,97*
-1,75
Kategori Daerah:
Apakah Kabupaten (va/tidak) 0,6**
-2,49
Apakah Daerah Jawa-Bali (va/tidak) 0,73%*
-2,49
Belanja:
Total Belanja (miliar rupiah) 0,0005*
-1,66
Gaji dan Tunjangan DPRD (miliar rupiah) -0,05
(-0,89)
Masa Kerja KDH (tahun) -0,12
(-1,02)
SDA:
Apakah Memiliki SDA (ya/tidak) 0,57
1,42
DAU (miliar rupiah) -0,0003
(-0,40)
C -0,43
(-0,66)
Number of obs 568
Wald chi*(10) 26,19
Prob > chi? 0,0035
Pseudo R? 0,0424
Log pseudolikelihood -309,9857

signifikansi = * < 0,10, ** < 0,05, *** < 0,01
*

L P(Terlambat)
n 1—P(Terlambat)

memengaruhi

Sumber: Hasil pengolahan data
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Tabel 9: Antilog Koefisien « dan 8 pada Model Logit

Variabel Bebas Tipe Koefisien  Antilog Koefisien
« dan (8 e dan e’
3
Apakah Single Minority (va/tidak) 0,998 2,71
Apakah Minority Coalition (ya/tidak) 1,42 4,14
Apakah Majority Coalition (ya/tidak) 0,97 2,64
Apakah Kabupaten Kota (va/tidak) 0,6 1,82
Apakah Daerah Jawa-Bali (ya/tidak) 0,73 2,08
Total Belanja (miliar/rupiah) 0,0005 10,005
Gaji dan Tunjangan DPRD  (miliar/rupiah) -0,05 0,95
Masa Kerja Kepala Daerah Tahun -0,12 0,89
Apakah memiliki SDA (ya/tidak) 0,57 1,77
DAU -0,0003 0,9997
a: C -0,43 0,65

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 10: Uji Kolinearitas
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Variabel VIF  SQRT VIF  Tolerance FEigenval  Condition Index  R-Squared
Apakah Single Minority 9,11 3,02 0,11 2,34 1 0,89
Apakah Minority Coalition 9,78 3,13 0,1 1,79 1,14 0,9
Apakah Majority Coalition 4,29 2,07 0,23 1,53 1,23 0,77
Apakah Kabupaten Kota 1,13 1,06 0,89 1,18 1,41 0,11
Apakah Daerah Jawa-Bali 1,45 1,2 0,69 0,93 1,59 0,31
Total Belanja 2,23 1,49 0,45 0,91 1,6 0,55
Gaji dan Tunjangan DPRD 2,62 1,62 0,38 0,61 1,95 0,62
Masa Kerja Kepala Daerah 1,04 1,02 0,96 0,42 2,35 0,04
Apakah memiliki SDA 1,23 1,11 0,81 0,24 3,1 0,19
Dana Alokasi Umum 1,72 1,31 0,58 0,05 7,14 0,42
Mean VIF 3,46

Condition Number 7,14
Determinant of correlation Matriz 0,02

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 11: Uji Goodness and Fit Model Regresi Logit

McFadden R-squared

LR statistic

Prob(LR statistic)

0,042444  H-L Statistic
0,437388  Andrews Statistic
1.130.232

40,065
88,279

Prob. Chi-Sq(8)  0,8565
Prob. Chi-Sq(10)  0,5485

Sumber: Hasil pengolahan data



